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KATA PENGANTAR 

  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKIP  Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas 

publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran 

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.  

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan 

gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan 

indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJIP ini 

dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih 

berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di 

masa mendatang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

  Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah 

diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan 

lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan 

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat 

daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun 

dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai 

berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan 

Informatika provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun 

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJIP).  
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Penyusunan Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2024 LKJIP  yang dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan 

sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan 

pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan 

kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang 

terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan 

seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan 

kinerja.  

1.2 Penjelasan Umum Organisasi 

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan 

dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Sumatera Utara : 

 

Komposisi Pegawai Dinas Kominfo Provsu per 31 Desember 2024 : 
 

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan 

 

  

 

 

 

No  Jabatan Jumlah 

1  Jabatan Struktural 11 

 Eselon II (Kepala Dinas) 1 

 Eselon III 

(Kepala 

Bidang/Sekretaris 

5 

 Eselon IV  2 

2  Jabatan Fungsional 

Analis kebijakan Ahli 

Muda  

4 
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Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan  

No Golongan  Jumlah 

1 IV-e / Pembina Utama - 

2 IV-d / Pembina Utama Madya - 

3 IV-c / Pembina Utama Muda 1 

4 IV-b / Pembina Tk. I 4 

5 IV-a / Pembina  4 

6 III-d / Penata Tk. I 25 

7 III-c / Penata 3 

8 III-b / Penata Muda Tk. I 15 

9 III-a / Penata Muda 1 

10 II-d / Pengatur Tk. I 9 

11 II-c / Pengatur   

12 II-b / Pengatur Muda Tk. I 1 

13 II-a / Pengatur Muda  

 J u m l a h 63 

 

Komposisi Pegawai berdasarkan Gender (Jenis Kelamin)  

No Golongan Laki-Laki Perempuan  

1 IV-e - - 

2 IV-d - - 

3 IV-c 1 - 

4 IV-b 2 2 

5 IV-a 2 2 

6 III-d 13 12 

7 III-c 3 - 

8 III-b 7 8 

9 III-a 1  

10 II-d 6 3 

11 II-c - - 

12 II-b 1 - 

13 II-a - - 

Jumlah 36 27 
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1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

        Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 

28      Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.  Dalam 

melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya secara hirarkis disusun 

struktur organisasi kelembagaan Dinas Kominfo Provsu terdiri dari:  

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris Dinas 

3. Bidang  Informasi dan Komunikasi Publik 

4. Bidang Aplikasi Informatika 

5. Bidang Statistik Sektoral 

6. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi 

 
Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera 

Utara melaksanakan urusan pemerintahan bidang  Informasi  dan 

Komunikasi Publik, bidang Aplikasi Informatika, bidang Statistik 

Sektoral, bidang Persandian dan Keamanan Informasi. 
 

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi 
informatika, statistika sektoral, persandian dan keamanan  
informasi sesuai dengan lingkup tugasnya; 

2. Penyelenggaraan kebijakan informasi dan komunikasi publik, 
aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian untuk 
pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya; 

3. Perumusan monitoring,  evaluasi dan pelaporan kebijakan di 
bidang  informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, 
statistika sektoral, persandian dan keamanan informasi sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

4. Perumusan  administrasi kebijakan Pemerintahan di bidang  
informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik 
sektoral, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan 
lingkup tugasnya 

5. Perumusan  tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
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        Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi 

dan tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Sumatera Utara. Berikut bagan struktur organisasi Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Sumatera Utara 

Sumber :  Sub bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu 

 

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera 

Utara 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 
Sekretariat 

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian 

Sub Bagian 

Keuangan 

Bidang Informasi 

dan Komunikasi 

Publik 

Bidang Aplikasi 

Informatika 

Bidang Statistik 

Sektoral 

Bidang Persandian 

dan Keamanan 

Informasi 

Kepala Dinas 
Komunikasi dan 

Informatika 
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1.3. Isu Strategis dan Permasalahan 

           Adapun isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Sumatera dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah 

sebagai berikut :    

1. Belum Optimalnya sarana dan Prasarana TIK 

2. Belum Optimalnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan  

Pemerintah Daerah  

3. Pembangunan Satu data Digital Daerah  

4. Integrasi Pelayanan digital pemerintah daerah melalui Sumut 

Smart province  

5. Pengamanan Informasi dilingkup Pemerintah 

6. Rendahnya SDM aparatur  dibidang Persandian dan statistik  

 

1.4. Dasar Hukum 

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Sumatera Utara ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah. 

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang 

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 

Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. 
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6. Surat  Sekretaris  Daerah   Sumatera Utara Nomor 

000.6.3/12/2024 tanggal 05 Januari 2024 Tentang 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah (LKIP) dan 

Perjanjian Kinerja (PK) 

 

1.5. Sistematika Laporan Kinerja 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Kecamatan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024,  adalah : 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

 

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi 

berfokus pada aspek strategis organisasi dan 

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang 

dihadapi. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian 

kinerja tahun yang bersangkutan. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

 

Capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi 

disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi.  

1. Membandingkan antara target dan realisasi 

kinerja tahun ini;  

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta 

capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

dan beberapa tahun terakhir;  

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai 

dengan tahun ini dengan target jangka 
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menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi;  

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini 

dengan standar nasional (jika ada) 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan 

atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternative solusi yang telah dilakukan;  

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber 

daya; 

 

 3.2 Realisasi Anggaran 

 

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang 

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja 

organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen 

Perjanjian Kinerja. 

BAB IV PENUTUP 

 

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas 

capaian kinerja organisasi serta langkah di masa 

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

LAMPIRAN  

1 Perjanjian Kinerja. 

2 Lain-lain yang dianggap perlu. 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera 

Utara, adalah meningkatkan Infrastruktur TIK, pengolahan Data dan 

diseminasi Informasi dan Komunikasi. Berikut adalah indikator kinerja 

dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Sumatera Utara. 

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat 

Daerah Tahun Periode Rencana Strategis 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Kinerja 

Target Kinerja Pada Tahun 

2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Meningk
atnya 
impleme

ntasi 
SPBE 

 Pening
katan 
Prasara

na 
layana

n TIK 

Indeks 
penilaian 
Mandiri 

SPBE 

- - 4 4,2 4,5 

2   Pening
katan 

Satu 
data 
Digital  

Daerah  

Indeks 
pembangun

an  Statistik  

- - 1,8 2,2 2,3 

3   Pening

katan 
Pengelo
laan 

Inform
asi  

dan 
Komun
ikasi 

Publik  

Indeks 

pengelolaan 
Informasi 
dan 

Komunikasi 
Publik 

- - 75 % 76 % 77 % 

Indeks 
keterbukaa
n Informasi 

Publik  

- - 85 % 85 % 86 % 

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu Periode 2024 -2026 

Indikator Kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 

2023 tidak sama dengan Tahun 2024 . 

 

 



 

10 
 

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024 

No 

Tujuan/ 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Penjelasan 

Definisi 

Operasional 

Formulasi/ 

Rumus 

Perhitungan 

Sumber 

Data 

1. 

Meningkatnya 

implementasi 

SPBE 

Indeks 

Penilaian 

Mandiri 

SPBE 

 point 

SPBE adalah 
Penyelenggara

an 
pemerintahan 

dengan 
memanfaatka
n teknologi 

informasi  dan 
komunikasi 
untuk 

memberikan 
layanan 

kepada 
Instansi Pusat, 
pemerintah 

Daerah, 
Pegawai 

Aparatur Sipil 
Negara, 
perorangan, 

Masyarakat, 
pelaku usaha 
dan pihak lain 

yang 
memanfaatka

n layanan 
SPBE. Nilai 
Indeks SPBE 

merupakan 
nilai yang 

mempresentas
ikan Tingkat 
kematangan 

penerapan 
SPBE secara 
keseluruhan.  

Nilai indeks 

SPBE 

dihitung 

berdasarkan 

penjumlahan 

dari 

penghitunga

n perkalian 

antara nilai 

indeks 

domain dan 

bobot 

domain. 

Rumus 

penghitunga

n nilai 

indeks SPBE 

dijabarkan 

sebagai 

berikut 

 

dimana: • 

NDj adalah 

nilai indeks 

domain ke-j; 

• BDj adalah 

nilai bobot 

domain ke-j. 

Dinas 
Kominfo 

Provsu  

2. 

Meningkatnya 

Pembangunan 

Satu Data  

Digital Daerah  

Indeks 

pembangun

an Statistik  

 point 

Indeks 
Pembangunan 

Statistik 
adalah ukuran 

yang 
mengambarka
n kematangan 

penyelengaraa

Nilai IPS : 

a. 4,2 > 5,0 = 
Memuas
kan 

b. 3,5 < 4,2 = 
Sangat 
baik 

BPS 

Pusat  
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No 

Tujuan/ 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Penjelasan 

Definisi 

Operasional 

Formulasi/ 

Rumus 

Perhitungan 

Sumber 

Data 

n statistik 
sektoral 

Indeks 
Pembangunan 
Statistik 

dihitung 
melalui 
evaluasi 

penyelengaraa
n statistik 

sektoral 
dengan cara 
mengukur 

tingkat 
kematangan 

penyelenggara
an statistik 
sektoral 

instansi 
pemerintah 
pada setiap 

domain, aspek 
dan indikator. 

c. 2,6 < 3,5 = 
Baik 

d. 1,8 < 2,6 = 
Cukup 

e. < 1,8 = 

Kurang 

 

3. 

Meningkatnya 
Penguatan 
tata kelola 

Informasi dan 
Komunikasi 

Publik  

 Indeks 

Pengelola 

Informasi 

dan 

Komunikasi 

Publik  

 

 persen 

Indeks 
Pengelolaan 
Informasi 

Publik 
digunakan  

untuk 
mengukur dan 
mengevaluasi 

kinerja 
pengelolaan 
informasi dan 

komunikasi 
publik, baik 

yang 
dilaksanakan 
oleh satuan 

kerja 
Kementerian/
Lembaga,  dan 

Dinas Kominfo 

Survey  yang 

dilaksanakan 
oleh 

Kemenkomin
fo RI 

Kemente
rian 
Kominfo 

RI 

 

 Indeks 

Keterbukaa
n Informasi 
Publik  

 Persen 

UU Nomor 14 

Tahun 2008 
tentang 
Keterbukaan 

Informasi 
Publik  

Penilaian 
Komisi 
Informasi 

Pusat 

Komisi 
Informsi 

Pusat 
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Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara 

tahun 2024 dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik, 

 

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024 

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan 

program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan 

oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana 

Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara             

Tahun 2024  Berikut Rencana Kinerja  

 

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Sumatera Utara  

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Satuan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Meningkatnya 

implementasi 

SPBE 

1. Peningkatan 

Prasarana layanan 

TIK  

Indeks 

penilaian 

Mandiri SPBE 

point 4 

  2. Peningkatan Satu 

data Digital  Daerah  

Indeks 

pembangunan  

Point 1,8 

  3. Peningkatan 

Pengelolaan 

Informasi  dan 

Komunikasi Publik  

Indeks 

pengelolaan 
Informasi dan 
Komunikasi 

Publik 

persen 

 

 

 

persen 

 

75 

 

 

 

85 
 Indeks 

Keterbukaan 
Informasi 
Publik  

Sumber : Rencana Kerja Dinas Kominfo Provsu 

 

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada 

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. 
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Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna 

untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang 

terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam 

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih 

baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak 

terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024  adalah sebagai 

berikut: 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya Penguatan 

Tata Kelola Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Persentase khalayak 

yang terpapar informasi 

terkait program dan 

kebijakan pemerintah 

daerah termasuk konten 

tematik, dan agenda 

prioritas nasional) 

Tema : Protokol 

Kesehatan, vaksin, 

stunting, dll) sesuai 

strategi komunikasi 

80 % 

2. Meningkatnya Satu Data 

Digital Daerah 

Persentase Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) 

yang menyampaikan 

metadata sektoral sesuai 

standar  

91 % 

3. Meningkatnya Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

Persentase Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi (TIK) yang 

terintegrasi 

2 % 

4. Meningkatnya Pengelolaan 

Persandian dan Keamanan 

Informasi Daerah 

Jumlah lulusan 

peningkatan kompetensi 

SDM pengelola 

keamanan siber  

5 orang 
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Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian kinerja  Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ada Perubahan,  

Hal ini karena adanya evaluasi dari perbaikan Pohon Kinerja . 

 

Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Meningkatnya 

Implementasi Sistem 

Pemerintah Berbasis 

Elektronik (SPBE) 

Indeks Penilaian Mandiri 

SPBE 
4 

2. 

Meningkatnya 

Pembangunan Satu Data 

Digital daerah 

Indeks Pembangunan 

Statistik (IPS) 1,8 

3. 

Meningkatnya penguatan 

Tata Kelola Informasi dan 

Komunikasi Publik (IKP) di 

Daerah 

Indeks Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 
75 % 

 
 Indeks keterbukaan 

Informasi  Publik  85 

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Provsu Tahun 2024 

 

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, 

dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 

dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah 

ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. 

 

Untuk Sasaran Strategis Meningkatnya penguatan tata Kelola 

informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di daerah dengan indikator  

Indeks Keterbukaan Informasi Publik ada kesalahan dalam menentukan 

satuannya bukan persen tetapi Nilai , tetapi untuk Indeks pengelolaan 
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Informasi dan Komunikasi Publik satuannya Persen karena berdasarkan 

hasil pegisian quisioner dan sumber data survei yang dilakukan oleh 

Kementerian Kominfo RI. 

 

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas 
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 

 

No. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. 
Program : 

Pengelolaan Aplikasi Informatika  

 

Persentase Perangkat 

Daerah yang 
menggunakan layanan 
TIK yang disediakan oleh 

dinas 

100 % 

 

 

Kegiatan : 

Pengelolaan Nama Domain yang 
telah ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat dan Sub Domain  di 

Lingkup Pemerintah Daerah 
Provinsi 

Jumlah Pengelolaan 

Domain dan Sub Domain 
di Lingkungan Pemprovsu 

100 % 

 

 
Sub Kegiatan : 

1. Penyelenggaraan Sistem 
Jaringan Intra  Pemerintah 

Jumlah Sistem Jaringan 

Intra Pemerintah Daerah 
4 Unit 

 

Kegiatan : 
Pengelolaan E-Government di 
Lingkup Pemerintah Daerah 

Provinsi 

Terkelolanya e-

Government di Provinsi 
Sumatera Utara 

1 Dokumen 

 

Sub Kegiatan : 
1. Penatalaksanaan dan 

Pengawasan e- Government 
dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Provinsi  

 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penatalaksanaan dan 
Pengawasan E-
government dalam 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
Provinsi 

1 Dokumen 

 
2. Pengembangan dan Pengelolaan     

Ekosistem provinsi cerdas dan 
Kota cerdas 

Jumlah Dokumen 
program inovasi yang 

diimplementasikan sesuai 
dengan Masterplan Smart 
City 

1 Dokumen 

 
3. Pengelolaan Pusat Data 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Pusat Data 
Pemerintahan Daerah 
yang Dikelola 

1 Unit 

 
4. Pengembangan Aplikasi dan 

Proses Bisnis Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

Jumlah Aplikasi dan 
Proses Bisnis 

Pemerintahan Berbasis 
Elektronik yang 
Dikembangkan 

1 Unit 

2 

Program : 
Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik 

 

Persentase diseminasi dan 

layanan informasi publik 
yang dilaksanakan sesuai 

100 % 
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dengan strategi 

komunikasi 

 

Kegiatan : 

Pengelolaan Informasi dan 
Komunikasi Publik Pemerintah 
Daerah  

 

Tersebarnya Informasi 
dan Kebijakan Tentang 
Program Prioritas 

Pemerintah 

100 % 

 

Sub Kegiatan : 
1. Monitoring  Opini  dan  Aspirasi 

Publik 

 

Jumlah Dokumen Hasil 
Monitoring Opini dan 

Aspirasi Publik 
27 Dokumen 

 
2. Pengelolaan Konten dan 

Perencanaan Media Komunikasi 
Publik 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Konten dan 
Perencanaan Media 

Komunikasi Publik 

980 dokumen 

 3. Pelayanan Informasi Publik 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Informasi 
Publik 

12 dokumen 

 
4. Kemitraan dengan Pemangku  

kepentingan 

Jumlah Dokumen 

Kemitraan dengan 
Pemangku Kepentingan 

12 dokumen 

 
5. Pengelolaan Media Komunikasi 

Publik 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Pengelolaan 
Media Komunikasi Publik 

12 dokumen 

 6. Layanan Hubungan Media 
Jumlah Layanan 
Hubungan Media 

12 layanan 

 7. Penguatan tata Kelola Informasi 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penguatan Tata Kelola 
Komisi Informasi di 

Daerah 

12 dokumen 

 
8. Penyelenggaraan Hubungan 

Masyarakat, media dan 
Kemitraan Komunitas 

Jumlah Dokumen 
Kemitraan dengan 

masyarakat, media dan 
komunitas dalam 
mendiseminasikan 

informasi program atau 
kebijakan 

12 dokumen 

3 
Program: 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

 

Persentase OPD yang 
Menggunakan data 
statistik sektoral 

99 % 

 

Kegiatan : 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral  
dilingkup Daerah Provinsi 

 

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Statistik 

Sektoral di Lingkungan 
Pemprovsu 

99 % 

 

Sub Kegiatan : 

1. Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengumpulan, Pengolahan, 
Analisis dan Diseminasi Data 

Statistik Sektoral 

 

Jumlah Dokumen 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis dan 
Diseminasi Data Statistik 

Sektoral 

100 dokumen 

 
2. Penyelenggaraan   otoritas 

Statistik Sektoral di daerah 
Jumlah Data Statistik 
Sektoral yang Dihimpun 

200 dokumen 

 
3. Membangun Metadata Statistik 

sektoral  
Jumlah Metadata Statistik 
Sektoral yang Dihimpun 

9 OPD 
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4 

Program : 

Penyelenggaraan Persandian 
Untuk Pengamanan Informasi 

 

Indeks Kematangan 
Keamanan Siber dan 

Sandi 
98 % 

 

Kegiatan : 
Penyelenggaraan Persandian 
Untuk Pengamanan Informasi 

Pemerintah Daerah Provinsi 

Terlaksananya Kegiatan 
Pelaksanaan Analisis 
Kebutuhan dan 

Pengelolaan Sumber Daya 
Keamanan Informasi 
Pemerintah Daerah 

Provinsi, Penetapan 
Kebijakan Tata Kelola 

Keamanan Informasi dan 
Jaring Komunikasi Sandi 
Pemerintah Daerah 

Provinsi, Pelaksanaan 
Keamanan Informasi 
pemerintahan Daerah 

Provinsi Berbasis 
Elektronik dan Non 

Elektronik serta 
Penyediaan Layanan 
Keamanan Informasi 

Pemerintah Daerah 
Provinsi 

98 % 

 

Sub Kegiatan : 
1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola 

Keamanan Informasi dan 

Jaringan Komunikasi Sandi 
Pemerintah Daerah Provinsi 

 

Jumlah Kebijakan Tata 

Kelola Keamanan 
Informasi dan Jaring 
Komunikasi Sandi 

Pemerintah Daerah yang 
Ditetapkan 

1 dokumen 

 

2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan 

dan Pengelolaan Sumber Daya 
Keamanan Informasi Pemerintah 
Daerah Provinsi 

 

Jumlah Laporan Analisis 

Kebutuhan dan 
Pengelolaan Sumber Daya 
Keamanan Informasi 

Pemerintah Daerah 
Provinsi 

2 laporan 

 

Kegiatan : 

Penetapan Pola Hubungan 
Komunikasi Sandi Antar 
Perangkat Daerah Provinsi  

Terlaksananya Kegiatan 
Operasionalisasi Jaring 
Komunikasi Sandi 

Pemerintah Daerah 
Provinsi 

10  perangkat 
daerah 

 

Sub Kegiatan : 
1. Operasionalisasi Jaring 

Komunikasi Sandi Pemerintah 

Daerah Provinsi 

 

Jumlah Perangkat Daerah 
yang Terhubung dalam 
Jaring Komunikasi Sandi 10  perangkat 

daerah 

 
Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nama Perangkat Daerah Tahun 2024 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari 

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan 

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi 

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan 

akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Sumatera Utara  selaku pengemban amanah masyarakat 

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Sumatera Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian 

target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang 

ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026 dan Perjanjian 

Kinerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran 

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan 

untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Sumatera Utara 

  Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang 

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi 

pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
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Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah.  

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kineja tahun ini 

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 menunjukan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

No. 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target 

Realisa

si 

Capaian 

% 

Sumber 

Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Meningkatnya 

Implementasi 

Sistem 

Pemerintah 

Berbasis 

Elektronik 

(SPBE) 

Indeks 

Penilaian 

Mandiri SPBE 
   4 

 

 

4,34 

 

 

108,5 

 

 

Dinas 

Kominfo 

provsu 

 Meningkatnya 

Pembangunan 

Satu Data 

Digital daerah 

Indeks 

Pembanguna

n Statistik 

(IPS) 

1,8 

 

1,94 

 

107,8 

 

BPS 

Pusat  

 Meningkatnya 

penguatan 

Tata Kelola 

Informasi dan 

Komunikasi 

Publik (IKP) di 

Daerah 

Indeks 

Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi 

Publik 
75 % 

 

 

81,04 % 

 

 

108 

 

 

Kementri

an 

Kominfo 

RI 

  Indeks 
keterbukaan 

Informasi  
Publik  

85 % 

 

82,07 % 

 

96,6 

 

Komisi 

Informa

si Pusat  

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara 

Uraian penjelasan tabel:  

I. Capaian kinerja pada sasaran strategis pertama, yaitu 

Meningkatnya  Implementasi sistem Pemerintahan  berbasis 

Elektronik dengan Indikator  Kinerja Utama   Indeks Penilaian 

Mandiri SPBE  dengan target 4. Pencapaian nilai indeks SPBE 
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Pemprovsu tahun 2024 pada tahap penilaian mandiri sebesar 4,34 

yang berarti melampaui target yang ditetapkan dimana penilaian 

dilakukan pada 47 (empat puluh tujuh) indikator yang di 

kelompokkan dalam 8 aspek dan   4 domain. Nilai Domain 

Kebijakan 5.0, nilai domain Tata Kelola SPBE 3,90, nilai Domain 

Manajemen SPBE 3,36 dan nilai domain Layanan SPBE 4,75. 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan 

penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada 

Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi 

Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi 

dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 

diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan 

kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar 

penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan 

berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang 

berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan 

penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi 

SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. 

Adapun proses pemantauan dan evaluasi SPBE dimulai dengan 

tahapan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal 

Pemprovsu.  

    Adapun Program yang mendukung pelaksanaan SPBE adalah        

A.  Program Pengelolaan  Aplikasi Informatika dengan kegiatan :  

1). Pengelolaaan  Nama  Domain  yang  telah ditetapkan  oleh    

Pemerintah Pusat  dan Sub domain  dilingkup Pemerintah  

Daerah Provinsi  dengan sub Kegiatan : Penyelenggaraan 

Sistem  Jaringan Intra Pemerintah  Daerah dengan anggaran                     

Rp. 8.125.786.800 dengan realisasinya Rp. 8.048.658.000,-  

(99,05 %) 
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2). Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah daerah 

Provinsi  dengan sub kegiatan :  a). Penatalaksanaan dan 

Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggran                           

Rp. 147.500.000,-  realisasi Rp. 134.391.490,-, (91,11%) ;             

b). Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah anggarannya         

Rp. 14.850.727 dengan rtealisasi Rp. 14.652.000,-;(98,66 %),   

c). Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan 

Berbasis Elektronik   dengan anggarannya  Rp. 108.889.020,-  

realisasinya     Rp.  55.286.687,- (50,77 %) ;  d).  Pengembangan 

dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 

dengan  anggaran   Rp. 2.000.000,- dengan realisasinya            

Rp. 2.000.000 

B. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamnan 

Informasi   

Indeks Keamanan Informasi merupakan bagaian pencapaian 

Indeks SPBE, tahun 2024 target Indeks Keamanan Informasi 

sebesar 450, sedangkan pencapaian  tahun 2024 sebesar 452 

atau 100,4%. Adapun kegiatan yang mendukung adalah: 

I. Penyelenggaraan  Persandian     untuk pengamanan 

Informasi     Pemerintah Daerah Provinsi  dengan sub 

kegiatan : 

a). Penetapan kebijakan  Tata Kelola Keamanan Informasi dan  

Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi    

anggarannya   sebesar Rp.  74.482.900,- dengan 

realisasinya   Rp. 73.948.900,- (99,28%)  melalui kegiatan 

ini telah dihasilkan Rancangan Peraturan Gubernur 

Sumatera Utara Tentang Kebijakan Tata Kelola Keamanan 

Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah 

Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dimana untuk 

perkembangan sedang dilaksanakan proses harmonisasi 

di Kementerian Hukum dan Hak Azasi  Manusia RI. 
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b). Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber 

Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 

dengan anggarannya Rp. 100.000.000,- dengan 

realisasinya   Rp. 99.900.000,- (99,90%)  

II.  Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi 

antar  Perangkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan                                         

Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah 

Daerah Provinsi,  anggarannya  sebesar Rp. 72.173.450,- 

dengan realisasi  sebesar Rp. 63.007.490, (87,30%) Untuk 

kegiatan ini Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung 

dalam Jaring Komunikasi Sandi sebanyak 42 OPD 

Provinsi Sumatera Utara  

 

II). Untuk sasaran Strategis  Meningkatnya Pembangunan Satu Data 

Digital Daerah dengan Indikator Kinerja  Utama Indeks 

Pembangunan Statistik (IPS). Indeks Pembangunan Statistik 

Sektoral Tahun 2024 ditargetkan 1,8 dan realisasi pencapaian 1,94 

dengan persentase pencapaian 107,8%. Capaian Indeks 

Pembangunan Statistik Provinsi Sumatera Utara juga meningkat 

0,44 poin dari tahun sebelumnya hanya 1,50. 

Indikator Kinerja Utama yang mendukung Program Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut : 

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral , kegiatan 

Peneyelenggaraan  Statistik Sektoral di lingkup Daerah Provinsi 

dengan sub kegiatan : 

   a). Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis 

dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan Sub Kegiatan 

Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, 

Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp166.043.350,-. dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp.164.155.450,- (98,86%) dengan dihasilkannya 200 

Dokumen Koordinasi dan Pembinaan yang dilakukan. 
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b) Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun melalui kegiatan 

Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp.12.748.900,- dan realisasi sebesar                       

Rp. 12.100.000,- (94,91%) Dimana terdapat 39 Perangkat 

Daerah yang sudah menyampaikan Metadata Statistik 

dibandingkan target sebanyak 10 Perangkat Daerah yang 

menyampaikan Metadata dan jumlah ini juga meningkat dari 

tahun sebelumnya                     

c) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp. 46.624.450,- dan realisasi            

Rp. 45.624.450 (97,86 %) , dimana jumlah Data Statistik 

Sektoral yang dihasilkan sebanyak 627 data. 

 

  III). Sasaran Strategis meningkatnya penguatan tata kelola Informasi dan 

Komunikasi Publik dengan indikator kinerja Indeks Pengelolaan 

Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) target 75 persen dan Indeks 

Keterbukaan Informasi Publik 85%.  ndeks Pengelolaan Informasi 

dan Komunikasi Publik merupakan tolok ukur pengelolaan Informasi 

dan Komunikasi Publik. Indeks PIKP sebagai instrumen strategis 

guna mewujudkan komunikasi publik yang lebih baik, lebih 

transparan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.  Adapun 

skor indeks PIKP rata rata nasional pada tahun 2024 berdasarkan 

survey Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai 71,79 poin 

naik satu poin dari tahun sebelumnya.  Untuk capaian Sumatera 

Utara, Nilai  

Berdasarkan nilai survei Indeks Pengelolaan Informasi Publik yang 

dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika nilai Indeks 

PIKP Gabungan Sumatera Utara adalah 81,04 atau kategori sangat 

baik. Nilai gabungan terdiri dari nilai dimensi Input : 90,82; Dimensi 

proses : 91,18; Dimensi Output : 71,72 dan dimensi Outcome : 70,43. 

      Indeks PIKP Sumut meningkat pesat dari tahun 2023 dengan Nilai 

Indeks PIKP Gabungan sebesar 69,8 % atau kategori sedang. Dengan 
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demikian target sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 

Tahun 2024  tercapai bahkan jauh melampaui. Peningkatan nilai 

IPKP tahun 2024 menunjukkan terdapat peningkatan akses 

informasi dan pemahaman publik akan kebijakan dan program 

pemerintah yang diharapkan mendorong partisipasi publik yang 

lebih luas.  

 

Untuk Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Sumatera 

Utara pada tahun 2024 adalah 82,07. Nilai ini juga naik 2,40 poin 

dari tahun sebelumnya yaitu 79,67 dan berada di atas nilai nasional 

yaitu 75,65. Dengan nilai ini, Sumut menduduki urutan kelima Nilai 

IKIP tertinggi nasional  

      Peningkatan skor IKIP menunjukkan upaya menghadirkan 

pemerintahan yang lebih terbuka dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara melalui Dinas Kominfo. Skor ini mencerminkan 

sejauh mana pemerintah dan stakeholder di Sumut telah melalukan 

berbagai upaya untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik 

sebagaimana diamanatkan  Undang – Undang nomor  14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Capaian kinerja tersebut di 

atas dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik yang terdiri atas Sub kegiatan berikut:  

a)  Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan anggarannya                             

Rp. 396.005.000,- dengan realisasinya Rp. 388.905.000,- 

(98,21%); b).Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media 

Komunikasi Publik  dengan anggaran Rp. 342.458.250 

realisasinya Rp.342.178.250,- (99,92%); c). Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik dengan anggaran                              Rp. 

9.704.339.525,- dengan realisasinya Rp. 9.251.125.280,- 

(95,33%);     d). Pelayanan Informasi Publik dengan anggarannya  

Rp.  79.804.650,-  dengan realisasinya  Rp. 79.304.650,- 

(99.37%);   



 

25 
 

e). Layanan Hubungan Media  dengan anggaran Rp. 259.866.000,- 

realisasinyaRp. 259.866.000,- (100%);                                                                            

 f). Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dengan anggaran Rp. 

4.580.800.000,- dengan realisasinya  Rp. 4.565.550.000,- 

(99,67%);  

g). Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dengan 

anggarannya Rp. 1.967.918.000,- realisasinya   Rp. 

1.956.238.707,- (99,41%); 

h). Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan 

Komunitas dengan anggarannya Rp. 108.000.000,-  realisasinya                    

Rp. 108.000.000,- (100%). 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari mssing-masing indikator 

Kinerja  Utama  merupakan indikator yang menunjang tugas dan fungsi 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara selain itu 

juga realisasi dari  capaian Indikator  kinerja sudah terlaksana sesuai 

dengan  target yang telah ditetapkan.  

 

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja 

tahun sebelumnya atau Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut: 
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Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja 
 

No 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Tahun 
2021 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun  
2024 Sumber 

Data 

2024 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Target 
Realis

asi 
Target 

Realis
asi 

Target 
Realis

asi 
Target 

Realis
asi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Mening

katnya 
Penyeb
aran 
Informa
si 
Publik 

Menin

gkatn
ya 
Penye
baran 
Infor
masi 
Publi
k 

Mening

katnya 
Penyeb
aran 
Informa
si 
Publik 

Mening

katnya 
pengua
tan 
Tata 
Kelola 
Informa
si dan 
Komuni
kasi 
Publik 
(IKP) di 
Daerah 

Jumlah 

informa
si yang 
terpubli
kasi 

Jumlah 

informa
si yang 
terpubli
kasi 

Jumlah 

informa
si yang 
terpubli
kasi 

Indeks 

Pengelo
laan 
Informa
si dan 
Komuni
kasi 
Publik 

937 

kali  

937 

kali  

1386 

kali  

1384 

kali 

1013 

kali 

1013 

kali 

75 % 81,04 

% 

Kemente

rian 
Kominfo 

RI 

     

 

  Indeks 
keterbu
kaan 
Informa

si  
Publik 

 

- 

 

- - - - - 85 % 82,07 
% 

Komisi 
Informas

i  

 Mening
katnya 
kualitas 
data 
pemban
gunan 
Sumate
ra Utara 

Menin
gkatn
ya 
kualit
as 
data 
pemb
angu
nan 
Suma
tera 
Utara 

Mening
katnya 
kualitas 
data 
pemban
gunan 
Sumate
ra 
Utara 

Mening
katnya 
Pemban
gunan 
satu 
data 
digital 
daerah 

Persent
ase 
data 
OPD 
yang 
terhimp
un 

Persent
ase 
data 
OPD 
yang 
terhimp
un 

Persent
ase 
data 
OPD 
yang 
terhimp
un 

Indeks 
Pemban
gunan 
Statisti
k (IPS) 

87 % 

 

 

87 % 

 

 

90 % 92 % 90 % 100% 1,8 1,94 Bidang 
Statistik 



 

27 
 

  Menin
gkatn
ya 
pelak
sanaa
n 
Siste
m 
berba
sis 
elekto
nik 

Mening
katnya 
Pelaksa
naan 
Sistem 
Berbasi
s 
elektoni
k 

Mening
katnya 
Implem
entasi 
Sistem 
Pemeri
ntah 
Berbasi
s 
Elektro
nik 
(SPBE) 

Persent
ase 
Teknolo
gi 
Informa
si dan 
Komuni
kasi 
(TIK)  
yang 
terinteg
rasi 

 Persent
ase 
Teknolo
gi 
Informa
si dan 
Komuni
kasi 
(TIK)  
yang 
terinteg
rasi 

Indeks 
Penilaia
n 
Mandiri 
SPBE 

55 % 57 % 65 % 71 % 75 % 92 %   4 4,34 Bidang 
TIK 

 Mening

katnya 
pengelol
aan 
Persand
ian  dan 
keaman
an 
informa
si 

Menin

gkatn
ya 
penge
lolaan 
Persa
ndian  
dan 
keam
anan 
infor
masi 

Mening

katnya 
pengelo
laan 
Persand
ian  dan 
keaman
an 
informa
si 

- Persent

ase 
perang
kat 
daerah  
yang 
memah
ami 
persand
ian dan 
keaman
an 
informa
si 

Persent

ase 
perang
kat 
daerah  
yang 
memah
ami 
persand
ian dan 
keaman
an 
informa
si 

Persent

ase 
perang
kat 
daerah  
yang 
memah
ami 
persand
ian dan 
keaman
an 
informa
si 

- 20 % 26 %  30 % 61 % 50 % 100 

% 

- - Bidang 

Persandi
an dan 

Keamana
n 

Informas
i  

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov
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3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi 

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan 

target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan 

strategis Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara 

periode 2024 – 2026 diuraikan sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 

No. 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

Tahun 

2024 

Target  Jangka Menengah 

Rencana Strategis Tingkat 

Kemajuan 
2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) 
   (5) 

(5) (5) 
(6)=4/5

*100 

1. Meningkatnya 

Implementasi 

Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik 

(SPBE) 

Indeks 

Penilaian 

Mandiri 

SPBE  

       4,34       4        4,5 4,8     96,4  

2. Meningkatnya 
Pembangunan 
satu data 
digital daerah  

Indeks 
Pembang
unan 
Statistik 
(IPS)  

1,94 1,8 2 2,2 97 % 

3. Meningkatnya 
penguatan 
tata kelola 
informasi dan 
komunikasi 
Publik (IKP )di 
daerah  

Indeks 
pengelola
an 
Informasi 
dan 
Komunik
asi 
Publik 

81.04 % 75 76 % 77 % 107 % 

  Indeks 
keterbuk
aan 
Informasi 
Publik   

82.07  85 85  85  96,6 %  

Sumber : Sub bagian Keuangan  Dinas Kominfo Provsu 
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3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar 

nasional (jika ada) 

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ 

Kabupaten/Kota 

No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Tahun n 

Standar Nasional/ 

Provinsi/ 

Nama Daerah Lain 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Meningkatnya 

Pembangunan satu 

data digital daerah 

Indeks 

Pembangunan 

Statistik (IPS)   

1.94 2,35 (BPS RI) 

3,38 
Perpustakaan 
Nasional Republik 
Indonesia   

 Meningkatnya 

penguatan tata 

kelola informasi 

dan komunikasi 

Publik (IKP) di 

daerah  

Indeks 

pengelolaan 

Informasi dan 

dan 

Komunikasi 

Publik 

81,04  % 87 % (Nasional) 

84,29 % 

Provinsi DKI 

Jakarta 

Indeks 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik  Provinsi 

Sumatera Utara 

  

82,07      90 (Nasional) 

83.83 

Provinsi Jawa 

Timur 

 

Perbandingan realisasi kinerja 2024 dengan standar nasional  

belum mencapai taget nasional, hal ini disebabkan eluruh aspek belum 

mencapai predikat baik dan seluruh indikator belum ada yang mencapai 

tingkat kematangan terdefinisi .Indeks Pembangunan Statistik Provinsi 

Sumatera Utara meningkat dari tahun sebelumnya dari 1.50 menjadi 

1.94 dengan kategori Cukup. Nilai ini diperoleh melalui kegiatan 

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang menilai                

5 Domain, 19 Aspek dan 38 Indikator dengan pembobotannya masing-

masing, demikian juga dengan Indeks Pengelolaan Informasi Publik 

Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara dengan kategori 

Sangat Baik. 
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3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ 

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan disajikan pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 

 

No 
Sasaran Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

% 

Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Meningkatnya 
Implementasi 
Sistem 
Pemerintahan 

Berbasis 
Elektronik (SPBE) 

Indeks 
Penilaian 
Mandiri 
SPBE  

4 4,34 108,5 

 Meningkatnya 
Pembangunan 
satu data digital 
daerah  

Indeks 
Pembanguna
n Statistik 
(IPS)  

1,8 1,94 107,8 

 Meningkatnya 
penguatan tata 

kelola informasi 
dan komunikasi 
Publik (IKP) di 
daerah  

Indeks 
pengelolaan 

Informasi 
dan dan 
Komunikasi 
Publik 
Provinsi 
Sumut 

75 % 81,04 % 108 

Indeks 
Keterbukaan 
Informasi 
Publik   

85 82,07 96.6 

Sumber :  Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu 
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Analisa keberhasilan 

Uraian penjelasan tabel : 

Analisis Keberhasilan, Permasalahan dan Alternatif Solusi. 

Secara keseluruhan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Sumatera Utara telah menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2024. 

Hal tersebut didorong oleh komitmen Pimpinan dan sistem kerja yang 

berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan 

bahwa manfaat teknologi informasi dapat dirasakan oleh seluruh 

masyarakat Sumatera Utara. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dapat disampaikan 

sebagai berikut : 

 

1. Sasaran Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Indeks Penilaian Mandiri SPBE 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 diperoleh 4,34 

dengan predikat memuaskan,  dari target 4,0 mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan dari tahun 2023 diperoleh  3,21. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 tahun 2024 tentang Hasil 

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi 

Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Indeks Penilaian Mandiri 

SPBE 4,34 diperoleh dari pencapaian nilai indeks yang ditetapkan 

pada 47 indikator yang dikelompokkan dalam 8 aspek dan 4 domain. 

Yaitu : Nilai Domain Kebijakan 5.0, Nilai domain Tata Kelola SPBE 

3,90,  Nilai Domain Manajemen SPBE 3,36  dan Nilai domain Layanan 

SPBE 4,75. 

Dalam rangka implementasi SPBE pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Sumatera Utara terdapat faktor penghambat dan 

faktor pendukung  yang telah diterapkan antara lain: 
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Faktor Pendukung : 

a. Penyediaan sarana internet pada lokasi yang dapat diakses publik 

sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik kapan saja 

di area publik, sehingga dapat mengurangi kebutuhan untuk 

datang ke kantor pemerintah secara langsung; 

b. Proses integrasi sistem yang terus dikembangkan dapat menjadi 

sarana otomatisasi yang meningkatkan efisiensi operasional, 

mengurangi biaya administrasi, dan mempercepat penanganan 

permintaan; 

c. Penyediaan informasi tentang layanan publik online pada ruang 

komunikasi publik sehingga memperbesar publikasi kepada 

masyarakat tentang layanan berbasis digital yang dimiliki 

Pemerintah, terutama terkait dengan persyaratan layanan publik, 

mekanisme, dan kebijakan pemerintah. Informasi yang dapat 

diakses dengan mudah oleh masyarakat akan meningkatkan 

transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan 

Pemerintah; 

d. Pengembangan sistem keamanan informasi terhadap data pribadi 

masyarakat yang masuk dalam sistem layanan publik online akan 

terus diterapkan dengan berbasis kebijakan dan pengembangan 

teknologi/infrastruktur digital. 

 

Faktor Penghambat : 

a. Tidak semua orang memiliki akses internet atau perangkat digital 

yang setara, sehingga mungkin ada kesenjangan aksesibilitas; 

b. Perlindungan data pribadi dan keamanan informasi menjadi isu 

penting yang harus diatasi agar masyarakat merasa aman 

menggunakan layanan online; 

c. Beberapa warga mungkin tidak memiliki keterampilan digital yang 

cukup untuk menggunakan layanan online, sehingga diperlukan 

upaya untuk meningkatkan literasi digital; 
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d. Tantangan teknis terkait integrasi sistem yang berbeda dalam 

penyediaan layanan publik online; 

e. Penting untuk memastikan bahwa layanan online mematuhi 

peraturan dan kebijakan privasi yang berlaku; 

f. Diperlukan infrastruktur yang memadai, seperti konektivitas 

internet yang cepat dan handal, untuk mendukung 

penyelenggaraan layanan publik online. 

 

Solusi alternatif yang telah dilakukan : 

a. Optimalisasi pemanfaatan pusat data nasional dan 

melaksanakan audit internal TIK; 

b. Disusunnya regulasi turunan dari Pergub Nomor 12 tahun 2022 

tentang Tata Kelola SPBE. 

 

2. Sasaran Meningkatnya Pembangunan Satu Data Digital Daerah 

dengan Indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi 

Sumatera Utara tahun 2024 diperoleh 1,94 dari target 1,8 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 

diperoleh 1,50. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2024 1,94 

diperoleh dari 5 domain yaitu :  

1) Domain Prinsip Satu Data Indonesia dengan Nilai Indeks  1,25 

diperoleh dari 4 aspek yaitu : 

a. Standar Data Statistik dengan Nilai Indeks 1,00 

b. Metadata Statistik dengan Nilai Indeks 1,00 

c. Interoperabilitas Data dengan Nilai Indeks 1,00 

d. Kode Referensi dan/atau Data Induk dengan Nilai Indeks 2,00 

2) Domain Kualitas Data dengan Nilai indeks 1,95 diperoleh dari 5 

aspek yaitu : 

a. Relevansi dengan Nilai Indeks 1,00 

b. Akurasi dengan Nilai Indeks 3,00 

c. Aktualitas & Ketepatan Waktu dengan Nilai Indeks 1,00 

d. Aksesibilitas dengan Nilai Indeks 3,00 
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e. Keterbandingan & Konsistensi dengan Nilai Indeks 2,00 

3) Domain Proses Bisnis  Statistik dengan Nilai indeks 2,47 diperoleh 

dari 4 aspek yaitu : 

a. Perencanaan Data dengan Nilai Indeks 2,33 

b. Pengumpulan Data dengan Nilai Indeks 3,00 

c. Pemeriksaan Data dengan Nilai Indeks 2,50 

d. Penyebarluasan Data dengan Nilai Indeks 2,00 

4) Domain Kelembagaan dengan Nilai Indeks 2,18 diperoleh dari 3 

aspek yaitu : 

a. Profesionalitas dengan Nilai Indeks 2,25 

b. SDM yang Memadai dan Kapabel dengan Nilai Indeks 2,00 

c. Pengorganisasian Statistik dengan Nilai Indeks 2,25 

5) Domain Statistik Nasional dengan Nilai Indeks 2,34 diperoleh dari 

3 aspek yaitu : 

a. Pemanfaatan Data Statistik dengan Nilai Indeks 2,67 

b. Pengelolaan Kegiatan Statistik dengan Nilai Indeks 3,00 

c. Penguatan SSN Berkelanjutan dengan Nilai Indeks 1,33 

 

Dalam rangka Pembangunan satu data digital Provinsi Sumatera 

Utara terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang telah 

diterapkan antara lain: 

 

Faktor Pendukung : 

a. Keterisian data setiap triwulan untuk pemenuhan data tepat 

waktu; 

b. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan SDM yang ada 

seperti: bimtek, webinar dan lain – lain; 

c. Memberikan penghargaan bagi Verfikator dan Operator Terbaik 

Perangkat Daerah, sehingga mendorong semangat untuk selalu 

aktif menyerahkan data; 

d. Menyediakan layanan untuk memberikan konsultasi statistik, 

survei statistik dan permohonan data statistik sektoral. 
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Faktor Penghambat : 

a. Data di Portal SADAINA Sumut belum dipenuhi pengisian oleh 

Produsen Data; 

b. Beberapa data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah masih perlu 

rekonsiliasi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota sehingga 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat rilis; 

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Statistisi di Perangkat 

Daerah. 

 

Solusi alternatif yang telah dilakukan : 

a. Pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral dan satu data 

Indonesia di lingkungan OPD Pemprovsu. 

b. Pemenuhan bukti dukung setiap aspek domain penilaian. 

 

3. Sasaran Meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan 

komunikasi Publik (IKP) di daerah dengan Indikator Indeks 

pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Provinsi Sumut 

tahun 2024 diperoleh 81, 04 % dari target 75 % mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 diperoleh  69,8%. 

Indeks pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Provinsi Sumut 

diperoleh dari nilai gabungan  terdiri dari nilai dimensi input 90,82, 

dimensi Proses 91,18, dimensi Output 71,72 dan dimensi Outcome 

70,43. 

Dalam rangka Penguatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 

Publik Provinsi Sumatera Utara terdapat faktor pendukung dan faktor 

penghambat yang telah diterapkan antara lain: 

 

Faktor Pendukung: 

a. Peningkatan sumber daya dan sarana prasarana komunikasi 

publik  di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, 

Kabupaten Kota dan Lingkup Organisasi Perangkat Daerah 
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diantaranya dalam pelayanan informasi publik.  Untuk itu perlu 

membuat kebijakan yang dapat mendorong terpenuhinya sumber 

daya dan sarana prasarana komunikasi publik dalam setiap 

organisasi. 

b. Diperlukan penguatan pertemuan koordinasi secara berkala 

untuk meningkatkan koordinasi dan orkestrasi dalam 

penatakelolaan informasi dan komunikasi di daerah; 

c. Dibutuhkan pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pendidikan dan 

Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik yang 

ada. 

d. Menyediakan media Komunikasi yang dapat menjangkau seluruh 

Khalayak. 

 

Faktor Penghambat : 

a. Sumber daya dan sarana prasarana komunikasi publik yang 

belum mencukupi dan merata. Baik untuk lingkungan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi, demikian juga pada lingkup 

OPD dan Kabupaten Kota. Hal ini menyebabkan belum optimalnya 

tata Kelola pengelolaan informasi dan komunikasi di daerah; 

b. Masih terdapat kendala dalam koordinasi antar instansi dalam 

penatakelolaan informasi dan komunikasi di daerah; 

c. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi 

menyebabkan sulitnya Sumber Daya Komunikasi Publik untuk 

mengikuti perkembangan kehumasan di dunia digital 

d. Sebaran Khalayak yang sangat luas. 

 

Solusi alternatif yang telah dilakukan : 

a. Melakukan sosialisasi dan diseminasi melalui media luar ruang, 

media cetak dan media elektronik. 

 

4. Sasaran Meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan 

komunikasi Publik  di daerah dengan Indikator  Indeks 
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Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 diperoleh 82,07 dari 

target 85 sedangkan pada tahun 2023 diperoleh  79,69 mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. 

Indeks Keterbukaan Informasi Publik diperoleh dari penilaian 3 

dimensi yaitu Dimensi Politik 85,34; Dimensi Ekonomi 84,8  dan 

Dimensi Hukum 76,19. 

Dalam rangka Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi 

Sumatera Utara terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat 

yang telah diterapkan antara lain: 

 

Faktor Pendukung : 

a. Koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan melalui 

pendampingan, monev serta pelatihan dan pembinaan kegiatan 

yang dilakukan oleh PPID Provinsi Sumatera Utara seperti 

Bimbingan Teknis PPID, Rakor PPID, FGD PPID; 

b. Konsultasi serta pendampingan yang dilakukan oleh PPID Provinsi 

Sumatera Utara kepada PPID Pelaksana (PD).  

 

Faktor Penghambat : 

a. Kurangnya pemahaman pengelola PPID terhadap implementasi 

UU Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada instrument 

PPID seperti penyusunan DIP, uji konsekuensi dan cara menjawab 

permohonan informasi, sehingga menyebabkan PPID tidak 

berjalan optimal; 

b. Beberapa masih menganggap PPID sebagai tugas tambahan 

sehingga tidak dilaksanakan secara optimal. 

 

Solusi alternatif yang telah dilakukan : 

a. Melakukan pengisian kuesioner dan presentase uji publik tentang 

pemprovsu. 

 

 



 

38 
 

3.1.6  Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

 Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan 

dan Sasaran 

No. 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Anggaran 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Anggaran Realisasi % 

Capaian (Rp.) (Rp.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 Meningkat

nya 
Implement
asi Sistem 
Pemerinta
han 
Berbasis 
Elektronik 
(SPBE) 

4 4,34 108,5 8.624.44

3.247,- 

8.489.84

4.567,- 

98,44 

 Meningkat

nya 
Pembangu
nan satu 
data 
digital 
daerah 

1,8 1,94 107,8 225.416.

700,- 

221.879.

900,- 

98,43 

 Meningkat
nya 

penguatan 
tata kelola 
informasi 
dan 
komunika
si Publik 
(IKP) di 
daerah  

75 % 81,04 108 17.439.1

91.525 

16.951.1

67.887 

97,20 

Sumber : Subbag Keuangan Dinas Kominfo Provsu  

 

 

Uraian penjelasan tabe l:  

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera 

berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan  anggaran sebesar    
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Rp 26.310.291.122,-  dan  realisasinya  Rp. 25.662.892.354,- (97,54 %) 

dengan kategori sangat tinggi. 

 

Peningkatan sumberdaya aparatur Sipil Negara di Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan  secara terus 

menerus  melalui  kegiatan yaitu Pelatihan dan Pengembangan 

Kompetensi . Bimtek dan workshop sehingga diharapkan dapat 

dihasilkan sumberdaya Aparatur yang handal dalam melaksanakan  

pelayanan publik yang lebih baik. 

 

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian 

penjelasan tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan 

Kegiatan 

No. 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Capaia

n 

% 

Program/ 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Capaia

n 

% 

Menunja

ng/ 

Tidak 

Menunja

ng 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 Meningkat

nya 

Implement

asi Sistem 

Pemerinta

han 

Berbasis 

Elektronik 

(SPBE) 

Indeks 

Penilaian 

Mandiri 

SPBE 

4,34 1. Program : 

Pengelolaan 

Aplikasi 

Informatika 

Kegiatan : 

Pengelolaan 

nama 

domain  

yang telah 

ditetapkan 

pada 

Pemerintah 

Pusat dan 

Sub domain  

di Lingkup 

Pemerintah 

Daerah 

Provinsi  

2. Program : 

Penyelengga

raan 

Persandian 

Untuk 

Keamanan 

Informasi 

Kegiatan : 

Penyelengga

raan 

Persandian 

Untuk 

Keamanan 

Informasi 

Persenta

se PD 

yang 

menggu

nakan 

layanan 

TIK yang 

disediak

an oleh 

dinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeks 

Kematan

gan 

Keaman

an Siber 

dan 

Sandi 

98,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,03 

Menunj

ang 
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No. 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Capaia

n 

% 

Program/ 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Capaia

n 

% 

Menunja

ng/ 

Tidak 

Menunja

ng 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Pemerintah 

Daerah 

provinsi 

 Meningkat

nya 

Pembangu

nan satu 

data 

digital 

Daerah 

Indeks 

pembang

unan 

Statistik 

(IPS) 

1,94 Program : 

Penyelengga

raan 

Statistik 

Sektoral 

Kegiatan : 

Penyelengga

raan 

Statistik 

Sektoral di 

Lingkup 

Daerah 

Provinsi  

Persenta

se OPD 

yang 

Menggu

nakan 

data 

statistik 

sektoral 

98,43 Menun 

jang  

 

 Meningkat

nya 

penguatan 

tata kelola 

informasi 

dan 

komunika

si Publik 

(IKP )di 

daerah 

 81,04 Program: 

Pengelolaan 

Informasi 

dan 

Komunikasi 

Publik  

Kegiatan : 

Pengelolaan 

Informasi 

dan 

Komunikasi 

Publik 

Pemerintah 

Daerah 

Provinsi 

Persentas

e 

diseminas

i dan 

layanan 

informasi 

publik 

yang 

dilaksana

kan 

sesuai 

dengan 

strategi 

komunika

si 

97,20 Menun 

jang 

 

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Kominfo Provsu  

 

B. Realisasi Anggaran 

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait 

anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber 
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daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian 

Kinerja diuraikan sebagai berikut: 

 

Anggaran  

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang 

dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024 

Sumber Tahun Jumlah 

(1) (2) (3) 

APBD Tahun 2023 Rp. 57.261.211.686,- 

APBD Tahun 2024 Rp. 59.976.542.490,- 

Sumber Lainnya (Jika Ada)  Rp  - 

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu 
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Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan 

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Program : 

Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Kegiatan : 

Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Sub Kegiatan : 

1. Monitoring Opini dan 

Aspirasi Publik 

2. Pengelolaan Konten dan 

Perencanaan Media 

Komunikasi Publik 

3. Pelayanan Informasi Publik 

4. Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik 

5. Layanan Hubungan Media 

6. Kemitraan Dengan 

Pemangku Kepentingan 

7 Penguatan Tata Kelola 

Komisi Informasi di Daerah 

8 Penyelenggaraan Hubungan 

Masyarakat, Media dan 

Kemitraan Komunitas 

 

 

Rp 17.439.191.525.- 

 

 

Rp 17.439.191.525.- 

 

 

 

Rp 396.005.000,- 

 

Rp 342.458.250,- 

 

 

Rp 79.804.650,- 

Rp 9.704.339.525,- 

 

Rp 259.866.000,- 

Rp 4.580.800.000,- 

 

Rp 1.967.918.100,- 

 

Rp 108.000.000,- 

 

Rp 16.951.167.887.- 

 

 

Rp 16.951.167.887.- 

 

 

 

Rp 388.905.000,- 

 

Rp 342.178.250,- 

 

 

Rp 79.304.650,- 

Rp 9.251.125.280,- 

 

Rp 259.866.000,- 

Rp 4.565.550.000,- 

 

Rp 1.956.238.707,- 

 

Rp 108.000.000,- 

 

97,20% 

 

 

97,20% 

 

 

 

98,21% 

 

99,92% 

 

 

99,37% 

95,33% 

 

100% 

99,67% 

 

99,41% 

 

100% 

2. Program : 

Penyelenggaraan Statistik 

Sektoral 

Kegiatan : 

Penyelenggaraan Statistik 

Sektoral di Lingkup Daerah 

Provinsi 

Sub Kegiatan : 

1.Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengumpulan, Pengolahan, 

Analisis dan Diseminasi Data 

Statistik Sektoral 

2.Membangun Metadata 

Statistik Sektoral 

3.Penyelenggaraan 

Otoritas Statistik 

 

Rp 225.416.700,- 

 

 

Rp 225.416.700,- 

 

 

 

Rp 166.043.350,- 

 

 

 

Rp 12.748.900,- 

 

Rp 46.624.450,- 

 

Rp 221.879.900,- 

 

 

Rp 221.879.900,- 

 

 

 

Rp 164.155.450,- 

 

 

 

Rp 12.100.000,- 

 

Rp 45.624.450,- 

 

 

98,43% 

 

 

98,43% 

 

 

 

98,86% 

 

 

 

94,91% 

 

97,86% 
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3. Program : 

Pengelolaan Aplikasi 

Informatika 

Kegiatan : 

Pengelolaan Nama Domain 

Yang Telah Ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dan Sub 

Domain di Lingkup Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Sub Kegiatan : 

1. Penyelenggaraan Sistem 

Jaringan Intra Pemerintah 

Daerah 

Kegiatan : 

Pengelolaan e-government di 

Lingkup Pemerintah Daerah 

Provinsi 

Sub Kegiatan : 

1. Penatalaksanaan dan 

Pengawasan e-government 

dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Provinsi 

2. Pengembangan dan 

Pengelolaan Ekosistem Provinsi 

Cerdas dan Kota Cerdas 

3. Pengelolaan Pusat Data 

Pemerintahan Daerah 

4. Pengembangan Aplikasi dan 

Proses Bisnis Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

 

Rp 8.399.026.547,- 

 

 

Rp 8.125.786.800,- 

 

 

 

 

 

Rp 8.125.786.800,- 

 

 

 

Rp 273.239.747,- 

 

 

 

Rp 147.500.000,- 

 

 

 

Rp 2.000.000,- 

 

 

Rp 14.850.727,- 

 

Rp 108.889.020,- 

 

Rp 8.252.988.177,- 

 

 

Rp 8.048.658.000,- 

 

 

 

 

 

Rp 8.048.658.000,- 

 

 

 

Rp 204.330.177,- 

 

 

 

Rp 134.391.490,- 

 

 

 

Rp 2.000.000.- 

 

 

Rp 14.652.000,- 

 

Rp 55.286.687,- 

 

98,26% 

 

 

99,05% 

 

 

 

 

 

99,05% 

 

 

 

74,78% 

 

 

 

91,11% 

 

 

 

100% 

 

 

98,66% 

 

50,77% 
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4. Program : 

Penyelenggaraan Persandian 

Untuk Pengamanan Informasi 

Kegiatan : 

Penyelenggaraan Persandian 

Untuk Pengamanan Informasi 

Pemerintah Daerah Provinsi 

Sub Kegiatan : 

1.Penetapan Kebijakan Tata 

Kelola Keamanan Informasi dan 

Jaringan Komunikasi Sandi 

Pemerintah Daerah Provinsi 

2.Pelaksanaan Analisis 

Kebutuhan dan Pengelolaan 

Sumber Daya Keamanan 

Informasi Pemerintahan 

Daerah Provinsi 

Kegiatan : 

Penetapan Pola Hubungan 

Komunikasi Sandi antar 

Perangkat Daerah Provinsi 

Sub Kegiatan : 

1. Operasionalisasi Jaring 

Komunikasi Sandi Pemerintah 

Daerah Provinsi 

 

Rp 246.656.350,- 

 

 

Rp 174.482.900,- 

 

 

 

Rp 74.482.900,- 

 

 

 

Rp 100.000.000,- 

 

 

 

 

 

Rp 72.173.450,- 

 

 

 

Rp 72.173.450,- 

 

 

 

 

Rp 236.856.390,- 

 

 

Rp 173.848.900,- 

 

 

 

Rp 73.948.900,- 

 

 

 

Rp 99.900.000,- 

 

 

 

 

 

Rp 63.007.490,- 

 

 

 

Rp 63.007.490,- 

 

 

 

96,03% 

 

 

99,64% 

 

 

 

99,28% 

 

 

 

99,90% 

 

 

 

 

 

87,30% 

 

 

 

87,30% 

 

 

 

 

 

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Kominfo Provsu Ta. 2024 

 

Uraian penjelasan tabel: 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa program dan kegiatan Dinas 

Kominfo Provinsi Sumatera Utara dengan pagu  Anggaran 

Rp.59.976.542.490,- dengan realisasinya Rp. 57.261.211.686,-         

(95,47 %). dengan kategori sangat tinggi.  
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BAB IV  

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini merupakan 

pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang 

baik (Good Governance) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2024 Penyusunan LKIP ini merupakan langkah 

yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

        Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini dapat 

menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Sumatera Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik 

berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan 

analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil 

laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara 

memiliki  3 (tiga)  sasaran strategis dimana masing-masing sasaran 

strategis tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.  

a. Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE)  indikatornya   Indeks  Penilaian Mandiri SPBE 

dengan target 4  realisasi 4,38 dengan persentase kinerjanya 

108,5% ;  

b. Meningkatnya Pembangunan Satu Data Digital Daerah,  

indikatornya  Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dengan target 

1,8  realisasinya 1,94 dengan persentase kinerjanya  107,8% 
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c. Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi 

Publik (IKP ) di daerah, ada 2 (dua)  indikatornya : 1) Indeks 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Provinsi Sumut 

dengan target 75% realisasinya 81,04% persentase capaian 

kinerjanya 108 %;  (2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik target 

85  realisasinya 82,07 dengan persentase capaian kinerja 96,6% 

 

Langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam upaya memperbaiki 

kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain: 

1. Mengoptimalkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo 

Provinsi Sumatera Utara; 

2. Melibatkan pihak terkait, termasuk stakeholder internal dan 

eksternal, untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang dapat 

membantu dalam perencanaan perbaikan kinerja; 

3. Melakukan evalusasi secara berkala aplikasi yang telah dibangun 

oleh perangkat daerah dan kemudian memberikan masukan untuk 

perbaikan kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan. Aplikasi 

yang akan dibangun harus didampingi oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika agar aplikasi tersebut dapat memenuhi standar 

keamanan informasi; 

4. Memperbarui rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 

untuk mencakup tujuan dan inisiatif baru yang mendukung 

perbaikan kinerja dan mengatasi tantangan yang dihadapi; 

5. Menentukan rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mencapai 

tujuan strategis. Identifikasi langkah-langkah konkret yang harus 

diambil, termasuk alokasi sumber daya yang diperlukan; 

6. Melakukan pelatihan dan pengembangan staf untuk meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapi 

perkembangan teknologi dan tuntutan tugas yang semakin 

kompleks; 
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7. Memperbarui atau meningkatkan infrastruktur teknologi yang 

digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Sumatera Utara dan memastikan bahwa sistem dan perangkat yang 

digunakan mendukung efisiensi operasional dan pemenuhan tugas; 

8. Meningkatkan sistem keamanan informasi untuk melindungi data 

dan informasi sensitif dari ancaman siber. Implementasikan praktik 

keamanan terbaik untuk memastikan integritas dan kerahasiaan 

data; 

9. Menjalin kerja sama dengan pihak terkait, baik itu instansi 

pemerintah lain, sektor swasta, atau lembaga akademis. Kolaborasi 

dapat meningkatkan pertukaran informasi dan sumber daya; 

10. Memantau dan mengadopsi inovasi teknologi terkini yang dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Mengevaluasi dan 

menguji coba teknologi baru yang dapat mendukung tujuan 

organisasi. 

 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat 

memberikan informasi secara transparan, akuntabel dan inovatif 

sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang 

akuntabel bagi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara pada periode 

mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Medan,         Januari 2025 

Kepala Dinas  Komunikais dan Informatika 

Provinsi Sumatera Utara 

 
 

 
DR. ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd 

Pembina Utama Muda 
NIP. 196701191988031002 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 

Dilampirkan Scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 
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Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah 

Tahun 2024 

Dilampirkan Scan Perubahan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 
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Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun) 

Diisi matriks Renstra Dinas Kominfo Provsu selama 5 tahun 

 

 

 

  



 

52 
 

 
Lampiran 4 LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah 

Diisi Scan LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah yang diterima dari 

Inspektorat 
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Lampiran 5 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 (Jika 

ada) 

Diisi Scan Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 (Jika ada). 
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Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2024 (Jika Ada) 

Diisi Scan bukti prestasi Perangkat Daerah Tahun 2024 
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